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Tesisini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagal Kawasan Strategis Nasional,
implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan
ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pel aksanaan penataan ruang kawasan
perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan
literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan
sebagal Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara,
khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai
pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan
kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis
Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta
terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya.
Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan
perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengel olaannya
termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

<hr />This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National
Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Areaon the
regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal
implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary
State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the
legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border areais designated
asaNational Strategic Areas becauseit has avery important and strategic role for the state, especialy from
the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding
gpatia planning and other activitiesin the field the like and activitiesin other fields. The implication of the
status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border
area, namely the limited independence of provincial and district municipal governmentsin compiling and
stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan initslocal regulation of spatial planning, the limited
independence of provincia and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the
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main program of spatial use initslocal regulation of spatial planning, aswell as the limited independence of
provincia and district municipal governmentsin compiling and stipulating the direction of control of spatial
utilization and the provision of spatial control initslocal regulation of spatial planning. Meanwhile, in
relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state
border areais as the State Border Authority Area whose management including the implementation of
gpatia planning becomes the full authority of the central government.



